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Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara Republik
Indonesia. Untuk menjamin kemurnian pemilu dan tercapainya demokrasi, para pembuat undang-undang
telah merumuskan sejumlah perbuatan curang yang memiliki sifat dan bentuk yang spesifik yang dilakukan
selama tahapan pemilu sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam undang-undang tersebut diatur 26 (dua puluh enam) pasal
tindak pidana pemilu yang memuat ketentuan minimal dan ketentuan maksimal ancaman hukuman, dan
terdapatnya pidana denda dan/atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan secara alternatif kumulatif. Selain
itu, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 merupakan Undang-undang Pemilu pertama yang mengatur tentang
proses beracara dalam menyel esaikan tindak pidana pemilu karena pembuat undang-undang berpikir bahwa
pemilu merupakan satu-satunya hak asasi dalam bidang politik bagi sebagian besar warga negara lndonesia.
Perumusan tersebut adalah untuk menghindari tidak terselesaikannya perkara tindak pidana pemilu seperti
yang banyak terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam undangundang tersebut terdapat beberapa
kekhususan/penyimpangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal; pertama,
pelaporan karena melibatkan panwaslu sebagai gerbang penyelesaian tindak pidana pemilu; kedua,
pembatasan waktu dalam proses beracara (laporan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan); dan
ketiga, adanya pembatasan upaya hukum sehingga Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan yang besar
sebagal Pengadilan tingkat pertama dan terakhir pada tindak pidana pemilu yang diancam hukuman kurang
dari 18 (delapan belas) bulan dan Pengadilan Tinggi sebagal pengadilan tingkat kedua dan terakhir untuk
tindak pidana pemilu yang diancan hukuman lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Akan tetapi dalam

pel aksanaannya, ketentuan khusus tersebut belum dapat ditegakkan secara baik karena banyak menghadapi
benturanbenturan dengan kepentingan masyarakat, hak-hak terdakwa, dan keadilan hukum.
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